







A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. Berkaitan dengan ketercapaian tujuan pendidikan nasional yang mengarah 
pada pendidikan karakter maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan. 
Pendidikan senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang dinamis, sehingga 
menuntut dunia pendidikan untuk melakukan inovasi dalam rangka memberikan 
kontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. 
Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2014, Indonesia menempati 
urutan ke empat jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk 252,2 juta 
jiwa, sedangkan pada urutan pertama ditempati oleh Tiongkok dengan jumlah 
penduduk 1392.5 juta jiwa, urutan kedua oleh India dengan jumlah penduduk 
1255,7 juta jiwa dan urutan ketiga ditempati oleh Amerika Serikat dengan jumlah 
320,6 juta jiwa. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, jumlah 
penduduk ini memiliki potensi yang strategis jika dipandang sebagai potensi 
pangsa pasar bagi industri. United Nations (Maryati, 2015: 125) menyebutkan 
bahwa Indonesia akan menikmati bonus demografi pada periode tahun 2020 – 
2030, yang artinya Indonesia diprediksi akan memiliki penduduk dengan usia 
produktif yang identik dengan usia peserta didik sekolah menegah semakin besar, 
hal ini akan berdampak pada kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan 
akselerasi dibidang ekonomi.  
Berlandaskan harapan yang ideal tersebut pembangunan Sumber Daya 
Manusia (SDM) pada usia produktif melalui Pendidikan Sekolah Menengah Atas 





diharapkan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas, mampu beradaptasi 
terhadap perubahan dan mampu bersaing dalam skala global. Bonus demografi 
juga harus diikuti dengan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia yang baik, sehingga bonus demografi menjadi sebuah potensi yang 
dapat dimaksimalkan untuk kemajuan negara. Hal ini mengingat bahwa Indonesia 
sebagai negara dengan potensi besar memiliki peluang untuk menjadi negara 
dengan perekonomian yang maju. Jika melihat peluang demografi yang ada, untuk 
menopang lahirnya lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan, maka perlu 
adanya kebijakan yang dapat mendorong terciptanya wirausaha muda dan 
memberdayakan wirausaha sebagai upaya mendukung pembangunan nasional.  
 Kondisi SMA berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia memberikan gambaran terkait perkembangan 
peta kondisi pendidikan SMA pada tahun 2016. Data tiga tahun terakhir 
menunjukan ada peningkatan yang signifikan jumlah SMA di Indonesia. Pada 
tahun 2013/2014 didapati jumlah SMA baik negeri dan swasta di Indonesia 
sebanyak 12.409 sekolah. Kemudiaan pada tahun 2014/2015 mengalami 
peningkatan jumlah menjadi 12.513 sekolah. Data terbaru pada tahun 2015/2016 
peningkatan jumlah sekolah menjadi 12.513 sekolah dengan berbagai akreditasi. 
Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki akreditasi A bila dipersentase 
berjumlah 36%, akreditasi B berjumlah 44% dan akreditasi C berjumlah 19% 
Peningkatan jumlah ini merupakan bukti keseriusan negara Indonesia dalam 
menjalankan fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional. 
Pendidikan tingkat SMA di Indonesia juga memiliki sebuah tantangan. 
Jika merujuk dari data Badan Pusat Statistik  (2016) jumlah pengangguran terbuka 
berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi pada periode 2011-2015 terus mengalami 
kenaikan pada level tingkat sekolah menengah. Pada tahun 2011 lulusan SMA 
memberikan sumbangan 2,376,254 jumlah  pengangguran, kemudian pada tahun 
2012 mengalami penurunan jumlah menjadi 1,867,755 jumlah pengangguran. 
Akan tetapi pada periode 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami kenaikan 
secara beruruan yakni, 1.925.660, 1.962.786 dan 2.280.029. Kenaikan ini perlu 





memiliki daya saing. Selain permasalahan tingkat penganguran Indoensia juga 
dihadapkan pada permasalahan tingkat partisipasi lulusan SMA untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Direktur Kelembagaan 
Kemenristekdikti, Patmono Suwignyo (Republika, 2017) mengatakan,  
Saat ini terdapat 4.550 Perguran Tinggi di tanah air baik Negeri maupun 
Swasta. Sementara APK masyarakat masuk ke Perguruan Tinggi hanya 
sebesar 31,1 persen dari penduduk rentang usia 19-23 tahun yang 
mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Ini merupakan 
kelemahan dari banyaknya perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang 
berdampak pada tidak berbanding lurus antara jumlah perguruan tinggi 
dengan partisipasi masyarakat masuk ke perguruan tinggi.  
 
Sistem pendidikan nasional memiliki berbagai macam tugas dan tanggung 
jawab untuk memberikan solusi terhadap tantangan dan peluang di era global. 
Diharapkan Indonesia mampu memenangkan persaingan dimasa yang akan 
datang. Kebijakan yang dilahirkan perlu dilakukan secara intensif oleh pemerintah 
sebagai usaha untuk memberikan perbaikan, baik menyangkut sistem, pola 
penyelenggaraan, fasilitas, peningkatan kualitas guru dan komponen lainnya yang 
berkaitan dengan dunia pendidikan. Kebijakan yang dibuat bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan, mampu menjawab tuntutan zaman dan 
kemajuan perkembangan pengetahuan dan teknologi.  
Kebijakan yang sudah dilahirkan sebagai upaya peningkatan kualitas 
pendidikan yaitu Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional melihat pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. Berkaitan dengan tujuan dari pendidikan ini 
ditopang dengan kebijakan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 
63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Bagian Ketiga 
Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan, pasal 3 point 1 butir b 





memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan 
pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.  
Pemerintah melihat peluang dari bidang wirausaha yang mampu 
menopang dan menjadi lokomotif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, 
maka untuk mendukung terselengarannya Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 1995 
tentang Memasyarakatkan Kewirausahaan, pemerintah mengalakan 
kewirausahaan melalui jalur pendidikan. Kebijakan tersebut terlihat pada 
Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2013 tentang 
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, pada pasal 5 ayat 5 
dan 6 menyebutkan bahwa muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran 
dikelompokan berdasarkan mata pelajaran umum Kelompok A, mata pelajaran 
umum Kelompok B dan mata pelajaran peminatan akademik Kelompok C. 
Pendidikan Prakarya dan Kewirausahaan merupakan mata pelajaran umum yang 
tercantum pada Kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan 
program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, 
kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait 
lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Kemudian didukung oleh 
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A 
Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum pada bagian Pedoman Penyusunan 
dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menyebutkan kegiatan 
pembelajaran harus mendukung tumbuh kembangnya peserta didik yang memiliki 
jiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup, sehingga dalam kurikulum 
perlu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup sebagai bekal 
peserta didik dalam melajutkan studi dan/atau memasuki dunia kerja. Peraturan- 
peraturan tersebut dijadikan landasan dalam menyusun Naskah Akademik 
Program Kewirausahan di SMA oleh Direktorat Pembina SMA pada tahun 2016, 
dalam naskah akademik disebutkan bahwa adanya program kewirausahaan 
merupakan alternatif dalam menyiapkan lulusan yang mampu menerapkan dan 
mengkelola peluang usaha serta mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan 
masyarakat. Edoho (2016: 290) sebuah kebijakan menjadi penting untuk 





Solusi untuk mengatasi permasalahan sosial khususnya masalah 
pengangguran ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia, menciptakan 
lapangan pekerjaan baru dan menumbuh kebangkan kewirausahan. Prasojo (2010: 
97) dan Maryati (2015: 127) menyebutkan pendidikan menjadi sarana dalam 
meningkatkan mutu SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian. 
Hal ini menujukan untuk keluar dari pengangguran dapat diselesaikan melalui 
jalur pendidikan dengan memperkuat pendidikan kewirausahaan sejak dini. Li & 
Liu (2011: 202) menyatakan peningkatan kewirausahaan dan pendidikan 
kewirausahaan merupakan solusi untuk masalah ketersedian lapangan pekerjaan 
dan kualitas dari pekerja. Soomro & Shah (2014: 316) dampak dari pendidikan 
kewirausahaan merupakan salah satu faktor fundamental untuk membantu 
pemuda untuk memahami dan menumbuh kembangkan sikap kewirausahaan.  
Semua program kewirausahaan, tujuannya adalah untuk membantu peserta didik 
dalam mengembangkan karakter dan pemahaman kewirausahaan, serta 
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan (Ruskovaara and 
Pihkala, 207: 2013).  Ghina (2014: 341) untuk menghasilkan lulusan menjadi 
wirausaha tidak hanya bergantung pada materi yang diberikan, melainkan juga 
dukungan faktor lingkungan.  Penguatan pendidikan prakarya dan kewirausahan 
merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Sejalan dengan 
itu Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI, membuat Program Kewirausahaan di SMA.  
Bentuk asistensi pemerintah dalam bidang kewirausahaan yaitu membuat 
program bantuan kewirausahaan dengan melibatkan sebanyak 204 SMA dari 249 
kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia. Sekolah ini merupakan prototype 
sekolah berbasis kewirausahaan. Bantuan Pemerintah SMA Kewirausahaan 
bertujuan antara lain (Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program 
Kewirausahaan SMA, 2016): 
1. Mendorong sekolah untuk meningkatkan mutu pemenuhan Standar Nasional 
Pendidikan;  
2. Menumbuhkembangkan praktik-praktik baik dan inovasi kegiatan 





3. Memperluas dan mempercepat ketersediaan pelayanan pendidikan yang 
bermutu tinggi.  
4. Memberdayakan sekolah sebagai pelopor dan pengembang praktik-praktik 
baik, sebagai rujukan bagi SMA lain. 
Kualitas lulusan harus mengalami peningkatan dan memiliki kemampuan 
dalam menghadapi perubahan zaman. Pentingnya menanamkan  minat wirausaha 
sejak dini dapat membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang kreatif 
dan juga dapat membentuk kepribadian peserta didik menjadi pribadi produktif. 
Pengelolaan pendidikan yang baik akan berdampak pada pembentukan karakter 
peserta didik, sehingga menghasilkan output pendidikan yang berkualitas baik 
dari segi akademik maupun non akademik. Program kewirausahaan di SMA ini 
merupakan upaya pemerintah untuk tercapainya kebijakan nasional di bidang 
pendidikan dengan mengarahkan pada pembentukan karakter sikap dan perilaku 
wirausaha peserta didik. Lulusan SMA diharapkan memiliki karakter dan perilaku 
kewirausahaan yang tinggi. 
Pengembangan bakat kewirausahaan penting untuk mempertahankan 
keunggulan kompetitif dalam persaingan ekonomi global yang dilandasi oleh 
inovasi. Peran pendidikan berkualitas untuk meningkatkan potensi kewirausahaan 
untuk peserta didik menjadi penting dan dapat dijadikan alternatif pilihan untuk 
karir. Pendidikan berbasis kewirausahaan merupakan pendidikan yang 
menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah internalisasi nilai-nilai  pada 
peserta didik. Penanaman nilai-nilai kewirausahaan dapat dilakukan melalui 
kurikulum yang terintegrasi dengan perkembangan yang terjadi baik pada 
lingkungan masyarakat maupun lingkungan global serta penggunaan model dan 
strategi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Pendidikan 
kewirausahaan menjadi sebuah modal penting bagi peserta didik. Salah satu hasil 
dari pendidikan kewiraushaaan adalah peserta didik mampu menyelesaikan 
konflik dan lebih bertanggung jawab. Lembaga pendidikan memiliki tanggung 
jawab untuk meningkatkan kecakapan hidup lulusan sebagai modal menghadapi 





Pendidikan kewirausahaan mampu menghasilkan persepsi positif akan 
profesi sebagai wirausaha. Bukti ini merata ditemukan baik di tingkat sekolah 
dasar, menengah pertama, maupun menengah atas, bahwa peserta didik di sekolah 
yang memberikan pendidikan kewirausahaan memberikan persepsi yang positif 
akan profesi wirausaha (Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, 
2016:1). Persepsi positif tersebut akan memberi dampak yang sangat berarti bagi 
usaha penciptaan dan pengembangan wirausaha maupun usaha-usaha baru yang 
sangat diperlukan bagi kemajuan Bangsa.  
Program kewirausahaan di SMA merupakan pembinaan dalam bentuk 
asistensi dan sinkronisasi program kewirausahaan di SMA, juga memberikan 
bantuan pemerintah untuk penguatan dan peningkatan mutu SMA Kewirausahaan. 
Kegiatan ini merupakan program untuk mengenalkan konsep kewirausahaan, 
pengembangan nilai-nilai kewirausahaan, latihan mengembangkan usaha, 
mendapatkan pengalaman praktis berwirausaha, menumbuhkan minat 
berwirausaha dan mengembangkan potensi berwirausaha. Penguatan 
pembelajaran kewirausahaan merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan 
pengangguuran di Indonesia. Peserta didik seharusnya diarahkan untuk memiliki 
orientasi job creator bukan job seeker, dengan melalui orientasi tersebut, peserta 
didik akan memiliki pandangan untuk membuka lapangan pekerjaan, 
mengentaskan masalah penganggguran, kemiskinan dan dapat menjadikan bangsa 
Indonesia yang mandiri dan bermartabat.  
Program SMA kewirausahaan di DKI Jakarta di implementasikan pada 6 
sekolah yang menerima bantuan program terdiri dari SMA Negeri dan SMA 
Swasta. Penelitian pendahuluan tentang pendidikan prakarya dan kewirausahaan 
dilakukan ditiga sekolah Negeri di DKI Jakarta yakni SMA N 61 Jakarta, SMA N 
79 Jakarta, dan SMA N 66 Jakarta. Ketiga sekolah ini merupakan sekolah 
penerima bantuan dari pemerintah untuk program kewirausahaan. Penelitian 
pendahuluan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada guru mata 
pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Hasil dari penelitian pendahuluan didapati 





1. Guru mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahan tidak memiliki latar 
belakang Pendidikan Kewirausahaan. 
2. Tidak adanya kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 
sehingga untuk mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan setiap guru perlu 
melakukan elaborasi sesuai kemampuannya.  
3. Sarana dan prasarana sekolah masih belum mendukung untuk terciptanya 
iklim kewirausahaan.  
4. Belum adanya kegiatan penunjang untuk pelajaran Prakarya dan 
Kewirausahaan.  
Winarno (2009: 130) dan Mulyani (2011: 4) menyebutkan bahwa belum 
optimalnya pendidikan kewirausahaan dalam menginternalisasi nila-nilai 
kewirausahaan pada peserta didik, sehingga ada sebuah indikasi sikap 
kewirausahaan belum terbentuk secara baik. Selanjutnya melihat hal ini maka, 
Maryati (2015: 135) memandang perlunya kebijakan yang dapat mendorong 
lahirnya wirausaha muda dan memberdayakannya untuk mendukung 
pembangunan nasional. Perlu adanya sinergisitas dari seluruh stakeholder untuk 
berperan serta aktif dalam memasyarakatkan kewirausahaan, sehingga 
berimplikasi pada pembentukan sikap kewirausahaan yang kemudian akan 
mendukung pembangunan nasional. Berkaitan dengan masalah tersebut penelitian 
ini berupaya menjembatani pendidikan prakarya dan kewirausahaan untuk 
tercapainya optimalisasi dalam menginternalisasi nilai-nilai kewirausahaan 
kepada peserta didik.  
Peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan secara berkesinambungan 
dan berkelanjutan. Kegiatan yang diterapkan harus berjalan secara efektif dan 
tepat sasaran, agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan 
data dan permasalahan yang disajikan maka dilakukan penelitian dengan judul 
“Implementasi Pendidikan Prakarya dan Kewirausahaan SMA DI DKI 
Jakarta”. 
 
 
 
